
 

ABSTRAK 

 
Tan Suryanto Jaya mendaftarkan invensi paten sederhana kepada Direktorat Paten  
melalui serangkaian pemeriksaan substantif kemudian diterbitkan paten sederhana 
nomor ID S0001118 dengan judul “Bak Penampung Air”. Djaka Agustina 
menggugat Tan Suryanto Jaya dan Direktorat Paten ke Pengadilan Niaga karena 
paten sederhana tersebut tidak memiliki unsur kebaruan (novelty), serta Direktorat 
Paten melaksanakan sistem pendaftaran paten yang kurang teliti dan cermat. 
Masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait bentuk eksistensi 
perlindungan hukum terhadap unsur kebaruan atas paten, serta memberikan 
analisis juridis atas pertimbangan majelis hakim yang seharusnya dimuat dalam 
putusan pembatalan paten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
yuridis normatif sedangkan bentuk hasil penelitian deskriptif analitis dimana 
semua bahan hukum atau referensi yuridis yang dikumpulkan, menggambarkan 
dan menganalisis ketentuan yang berkaitan dengan putusan majelis hakim dan 
Mahkamah Agung. Dari hasil analisis yuridis diketahui bahwa paten sederhana 
tersebut tidak memiliki unsur kebaruan (novelty) yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 
Tahun 2001 tentang Paten karena berdasarkan fakta atas bukti di pengadilan 
terdapat kesamaan atas produk Taizhou Tianyou Industry & Trade Co., Ltd. 
Berdasarkan Pasal 3 ayat 2, produk tersebut merupakan duplikasi invensi yang 
dilakukan melalui bentuk lainnya. Atas Putusan Kasasi MA yang membatalkan 
paten sederhana tersebut berdasarkan kajian yuridis dalam penelitian bahwa 
belum sesuai dengan UU Paten, karena seharusnya unsur terpenting dalam 
pemberian hak paten sederhana bukan hanya unsur kebaruan, akan tetapi dalam 
suatu pertimbangan hakim atas perkara pembatalan paten setidaknya harus 
memuat: (1) identifikasi invensi dalam klaim yang didukung deskripsi, (2) 
identifikasi invensi pembanding yang ada sebelum tanggal penerimaan; dan (3) 
antisipasi invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang 
dilakukan atas setiap satuan klaim dari paten yang hendak dibatalkan. Sedangkan 
atas Putusan Peninjauan Kembali MA sudah sesuai dengan ketentuan yuridis 
karena sebatas menguji apakah ada kekhilafan hakim/ kekeliruan nyata dalam 
ketentuan Pasal 67 huruf f UU Nomor 3 Tahun 2009. Adapun dasar hukum 
bentuk perlindungan hukum atas unsur kebaruan paten merujuk pasal 91 UU 
Paten dimana sudah memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat untuk 
mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Upaya perubahan UU Paten 
yang berlaku saat ini dipandang perlu untuk memberikan kepastian hukum 
khususnya ketentuan mengenai standar kebaruan paten sehingga terdapat 
persamaan persepsi/penafsiran atas kriteria kebaruan di semua kalangan. 
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